SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

a.

1;

bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
—~ SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
/<1 “PROVINSI JAMBI
/<7 Kepala Bagian Hukum dan SDM, ttd.

IRON SAHRONI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2024

NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN PELAISANAAN (BULAN) KET
Jan | Feb | Maret | Aprit | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des

1 2 3 4 5 6 7

1 Manajemen 1. Perencanaan Reformasi] 1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi |SK Tim Reformasi Birokrasl di lingkungan

Perubahan

Birokrasi

2. Pelaksanaan
manajemen
perubahan

(RB) di lingkungan Biro pada Sekretariat
Jenderal KPU/ Sekretariat KPU Provinsi/
Sekretariat, KPU Kabupaten/ Sekretariat,
KPU Kota.

Tim terdiri dari:

1) Tim Pengarah;

2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan) 3)
Tim Agen Perubahan

4) Tim Assessor

2 Pembangunan komitmen bersama|
seluruh jajaran pegawai dan pejabat
untuk melaksanzkan reformasi birokrasi|

Unit/Satuan Kerja

1. Keglatan kick off / Pembangunan komitmen
pelaksanzan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro
pada Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat XKPU

rovinsi/ Sekretariat, KPU Kabupaten/ Sekretariat,!

secara isten  dan lakuk
perubahan mental
"3 Focus Group  Discussion  (FGD)

Penyusunan Rencana Aksl Tahunan

RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di
lingkungan Biro pada Sekretariat
Jenderal KPU/ Sekretariat KPU Provinsi/|
Sekretariat KPU Kabupaten/ Sekretariat
KPU Kota.

KPU Kota.

2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi
Agen perubahan di lingkungan Unit/Satuan Kerja

1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi
berbagai media

melalul

1. Ter ya media
kerja yang bisa diakses stakholder internal dan
eksternal

251 RB ol lingkungan]

2. Pé;l;angunan kolom Reformasi Birokrasi
Unit/Satuan Kerja di website resmi yang berisikan L
dok i/ i an pel 1 RB di

2  Soslalisasl nilai-nilal untuk menegakan
integritas penyelenggara
Pemilu dan ASN

lingkungan Unit Kerja

1. Menurunnya jumiah pelanggaran kode etik|
penyelenggara pemilu

3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan
kerja:
1) Penandatanganan Pakta integritas
Penyelenggara Pemilu
2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN satiap)
tahun
3) Pelaksanaan manajemen benturan
kepentingan
4) Pembangunan Zona Integritas

2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN
1. Persentase (%) penandatangan Pakta Integritas|
baik Anggota dan ASN
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PELAKSANAAN (BULAN)

NO | AREA PERUBAHAN KEGIAT/AN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN KET
' Jan Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 6 7
2. Persentase (%) pelaporan | HKPN. b o P ...
3“ Fjgrsen}_ase_ (%) pelaporan { HKASN o . 4 B = =} e
4. Dokumen Llaporan penanganan  benturan
kepentingan berikut dokumentasi:
a. Surat Peinyataan Potensi Eenturan Kepentingan
b. Surat Pe-nyataan Bebas Benturan Kepentingan
c. Deklarasi pencanangan Zona Integritas Unit|
Kerja/Satuan Kerja
4 internalisasi nilzi-nilai dasar 7ofg.3nisa;i 1. Tersediznya media sosic isasi nilai-nilai dasar]
dan menciptakar budaya organisasi dan budaya kerja positif di lingkurigan|
kerja positif di urit kerja/satuan keria unit/satuar kerja
2. Diteragkannya Budaya Kerja positif yang| TG Uiy EEas R T N .
dituangkan dalam standar operasianal
121 at Jtugas K N
= Perr;sangbndﬁ instrumen reward dian 1. T'ersedlanva'i‘nAstrumen reward and pdnlshﬁ'eni B R I
punishment yanz mendorong motivasi|di lingkungan unit/satuan kerja
perubahan, terutama vyang ‘terkait
dengan pelayanan kepada publik
2. Pembanzunan survei kepuzsan layanan sebagai AT o
indikator perbaikan pelayanan di lingkurgan
unit/satuan kerja
B.vérﬁsring, Evaluasi 1 Melakukan Mr-n'rioring pelaieanaaﬁ T'er-sedi;r;y) ‘dokumen monlérmé dan evaluasi ¥ e F
dan Pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aks Agen|Rencana A4ksl RB dan ‘iencana Aksi Agen|
Perubahan di lingkungan kerja. Perubahan.
2 Melakukan Evaluasi pelaksznaan|1. Tersediinya dokumen tirdak lanjut dari hasil = Fiai o 55 2 - B -
Rencana Aksi RB dan Rencana Aks Agenlevaluasi ltencana Aksi /sgen Perubahan dif
Perubahan di lingkungan kerja relaluillingkungan kerja
Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian
Mandiri Pelaksanzan Reformasi Bisokrasi
di lingkungan uni:)
2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE} Unit = - N
N e . r D Tl I L AT e Rt SN (R
3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB|1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan:

dan Rencana Asi Agen perubahan di
lingkungan kerja kepada:

1) Tim pengarah di lingkungan Unit

2) Tim Reformasi Birokrasi KPU

3) Kementerian PANRB melalui aplikasi
PMPRB online bagl unit/satuan kerja)
yang ditunjuk sel:zgai sample.

a. SK Tim R 3, Tim Agen Perukahan, dan Assessor

b. Rencana Aksi Tahunan FB dan Rencana Aksi
Agen perusshan di lingkungan unit kerja/ satuan
keria

c. Lembar Lerja Evaluasi (LKE Unit)

d. Terisinyi LKE Unit di aplik=si PMPRB Online bagi
unit/satuar kerja yang ditunjuk sebagai sampe!.

2. Tersedianya dokumen tir dak lanjut dari hasil
evaluasi Rencana Aksi /tgen Perubahan di
lingkungan kerja, serta pelzksanaan yang sudah

ditindaklar juti dari luasi sebelumnya
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PELAKSANAAN (BULAN)

AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN Tan l Feb ' Maret I April I Mol I Juni I Jali I Agt ] Sept I Okt ] Nov l Des
2 3 4 5 6

Penguatan 1. Evaluasi secara berkala |Peme:aan Naskah Dinas Pengaturan dan]Adanya deta perundang undangan di lingkungan

Peraturan produk peraturan Penetapan di lingkungan Unit kerja/Satuan]Unit/Satuzn Kerja

Perundangan- perundang-undangan Kerja

|lundangan (Naskah Dinas Pengaturan

dan Penetapan) yang
menjadi kewenzangan di
lingkungan unit
kerja/satuan kerja

2. Menyempurnakan/ Penyusunan revisi naskalb dinas pengaturan danjjumiah Naskah Dinas Pem;aﬁ;l;ah dan Naskah|
mengubah berbagai atau nenetapan di ling wungan unit dan -atuan|Penetapan yang sudah di Revisi
kerja

peraturan perurdang-
undangan (Naskah Dinas
Pengaturan dan atau
Penetapan) yang
dipandang tidak relevan
lagi, tumpang tindih atau
disharmonis derigan
peraturan perurdang-
undangan

lain

3. Melakukan deregulasi i’enyn.su}\an revisi naskah dinas pengaturan danjiumlah Naskah Dinas Pen gatitran dan Natkah|
untuk memangkas atau penetapan di ling wungan unit dan satuan|Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada
P o Kehold

kerja yang terkait dengan lay k r yang sudah di Revisi
stakeholder

peraturan perurdang-
undangan yang
dipandang menghambat
pelayanan

4. Merumuskan f:erbagai Penyusunar{ naskah dinas pengaturan dan ataullumiah Dinas Pen an dan Na:tkah
peraturan naskz1 dinas penetapan yang diperlukan sesuai|Penetapan yang sudah disahkan.
kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit

perundang=undangan
dan satuan kerja

{baru yang dipandang

S PengelolaanjD]H B Pemb;\gunan JDIH Satuan Kerja B 1. Dapat dizksesnya JDIH Satuzn Kerja

diperlukan i v o e el e 1| Vb Linaaarse i Yk, Skt P aSHY S =E b e

R ) o_l;afrr.laﬁ- ‘Satuan Kerja 2. Update nya data IDIH Saw.;n-ka}j: .
Penguatan dan|1. Evaluasi Organisasi 1 valuasi Organisasi di lingkungan|Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi
Penataan unit/satuan kerjz
Kelembagaan — -_— —_— ] e o B B —_— k- - — 4 —
2 gisian Kuesioner Eval Orgarnisasi |Pelaporan Kuesi Evaluas Or kepada
KPU Rl dar: Kemenpan RB
2. Penyesuaian 50TK 1 Dilaksanaksnnya Penyesuai SOTK|1. SOTK unit/Satuan Kerja sesual mandat. §TTE g i
unit/Satuan Kerja sesuai mandat.
2 Pembuatan Dokumen Struktur} 2. Struktur Drganisisl unit/sztuan kerja
Organisasi unit/satuan kerja
b k’enuuatan Tata|1. Peningkatan ) =3 Penyusunan peta proses bisnis dan SOP {1. Seluruh beta proses bisnis telah disusun sesuai =
Laksana tatalaksana proses bisnis di lingkungzn unit/satuan keria dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisris

serta SOP dilingicungan
Unit/ Satuan Keja

2. Terrsedia peta proses bisris yang sesual denga}; i
tugas dan fungsi
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PELAKSANAAN (BULAN
AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN : ) KET
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | suli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des
2 3 B 5 6 7
3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen
rencana strategis dan rencana kerja organisasi
4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta] T = B E
proses bisnis yang selaras dengan kinerja
T2 Evaluasi pm;sslsnls dilingkungan Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh pefa ) = i il o R o
unit/satuan kerja P! bisnis yang sesuai dengan efektivitas
hub kerja antar unit organisasi untuk
menghasilkan  kinerja sesual dengan tujuan
3 Penyusunan sop di linﬁkungan 1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas I == 3 =3
unit/satuan kerjz fungsi (peta level} ke dalam SOP
2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan] v i ] -
dalamsOP = 47 1 = CEEEE == A = SECUERNS LS
3. SOP sudah dilegalkan N A c
4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah)
diterapkan
4 Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan|Terdapat evaluasi terhacab efisiensi  dan| B T
kerja efektivitas peta proses bisnis dan SOP secaral
berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
2. Penyelenggaraan Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan|1. Adanya kebijakan pendukung PID I [ R TR R T
Keterbukaan Informasi Kerja: - — : s S , o e [P LA
Publik 1. Per ian Kebijakan/ Maki t Layanan/]2: Dapat diaksesnya Makiumat Layanan, Stanclar|
Standar Pelayanan/SOF PID di lingkungan|Pelay , dan SOP terkait permohonan informasi
satuan kerja oleh stakeholder
ﬁ. :eningkalan k:pasltas pengelola PPID dif3- Meningkatnya kepuasan layanan PID ‘ T 3 T3 =
ngkungan satuan kerja 3 RSO (R AN R v T prE e T 2 ¥ =
- 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diprosas
3. Pa\gdqlaan PPID dan e-PPID di lingkungan| dan sudah salesal ditindak lanjuti
satuan kerja —rpeeed] RN G 2 : £ il s aRSten (A0 SSS N IR CT [T SRS NGRS B SN BoSS
4. Melakukan monitoring dan  evaluasi|5. Jumlah sengketa Informasi e | ] R 1l
pengelolaan PPID dan e-PPID 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi
5. Survel kepuasan pemohon informasi hasll monitering dan evaluasi pengelolaan PPID
7. Indeks kepuasan permohon informasi. ST s A T e =2 =
3. Tata kelola dan 1 Tata Kelola SPBE di lingkungan|1. Kebijakan internal tata kelola SPBE N ) Py a
implementasi Sistem unit/satuan kerja:
pemerintahan Berbasis 1) Pembangunan likasi o SR} = (- S [ee—— 25—
Elektronik (SPBE) di inovatif/transformasi Proses bisnis/ 2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)
lingkungan unit/satuan terintegrasi dan me_mmkl peluang be5§r i - )
kerja untuk direplikasi di unit/ satuan kerjal|3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun,
laln memiliki proses bisnisdansoP____ | Y] "L - =k — 05
2) Stratregi dan perencanaan Anggaran|4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkurgan
dan Belanja TIK unit/satuankerfa 000000000 AL i I
3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi 5. Jumlah aplikasi terintegrasl di lingkungan
4) Pemanfaatan aplikasi berbagl pakal unit/satuan kerja
{contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting)
6. Jumish aplikasi 'ber‘oagi pakai  yang] 0 T e
dimanfaatkan _ 5 L ad R
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PELAKSANAAN (BULAN)
AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN KET
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des
2 3 4 5 6 7
2 Pemanfaatan apiikasi SPBE administrasi]l. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah
kesekretariatan: di faatkan
1) Aplikasi tata naskah dinas
2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian |5 Data  pemanfaatan apiikesi Manajemen g B O T —1 B
3) Aplikasi Perencanaan Kepegawalan. N L] ) L] | [ (RN ] )
4) Aplikasi penganggaran 3. Terisiny= data aplikasi Manajemen Perencanaan
5) Aplikasi Keuangan vid R Bt V) e — | . S
6) Aplikasi Manajemen Kinerja 4. Terisinya data aplikasi Penganggaran
7) Aplikasi Pengadaan
5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan - W o e o -
6. Terislnya.apllkasi manajemen kinerja i B 1l “._ ; __0] _l = ol
7. % Pengadaan melalui aplikasl pengadaan ) | B L N i
3 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan|l. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oieh
publik: publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan
1) Layanan pengaduan Publik — AL
2) Layanan Dokumentasi dan Informasi|2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di
Hukum lingkungan satuan kerja (IDIH Sekretariat) yang
3) Layanan Whistle Blowing Sy lalu diperbaharui
(wes) " 3. Dapat dxéksesnya WBS oleh stakeholder, sop A 1 [ e ] =
4) Layanan Kepemiluan dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan
5) Layanan Informasi dan Dokumentasi o 25 b ] LAd DAl ] ki 1§ ) LIGE =
(PPID) 4. Jumlah jumlah aplikasl Kepemiluan yang,
dimanfaatkan, serta:
1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses,
publik
2) indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi
5. Jumlah pemohon melalui zplikasi PPID Satuan| B T g CHTE
kerja oleh publik.
A:Penervmlemv 1 Penerapan sistem arsip i 1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan TGRS [ 7 7 (LT [ E (11 i
kearsipan yang handal digital di lingkungan unit/satuan kerja
2 Kerjasama dengan arsip daerah 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis dif
lingk unit/satuan kerja
3 Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan|3. Terdokumentasinya arsip vital e . T
unit/satuan kerjz R ; ] - WO (| [ JuR il
4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF
Arsiparis
Penguatan §istel; 1.>P376t;ngunan Sis}em 1 Penerapan Pengukuran 1) Seluruh pegawal memlliki Sasaran Kinerjal o = == i Sh
Manajemen  SDM|Merit Kinerja Individu Pegawal
ASN 2} Seluruh pegawai memahami Indlkm; = p R u K |
keberhasilan dari tugas dan jabatan (Tarzet|
output/mutu/waktu/biaya)
3} Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasarﬁn - - . Y
Strategis dan pencapaian kinerja secara
bejenjang/Cascading
4} Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu R T B WITE )
5} Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi § 7| P T (T i | iR
SKP y -
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NO

AREA PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN (BULAN)

INDIKATOR KEBERHASILAN

KET

Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agt | sSept | Okt Nov | Des
1 2 3 4 5 6 7
6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar,
untuk pengembangan karlr individu/pemberian
reward and punishment
2  Penerapan assessment untuk i) Data Mutasi - [ e i I o - 3
pertimb penger karir dan|2) Data Promosi _ B
mutasi pegawai 3) Data Peserta Assessment | - " . [
3 Penerapan disiplin dan Kode Etik]1) jumiah Pelanggaran tahun sebelumnya
Penyelenggara Pemilu TR SUPPRUS S SR | 13 sl - SN e —
2) Jumiah Pelanggaran tahun ini PR o 4 AN -
3) Jumiah pelanggaran yang sudah diberikan
sanksi/hukuman
|4 Perencanaan kebutuhan/ T ERbiE S
penambahan jumlah pegawai Beban Kerja
baik ASN maupun Non ASN
menggunakan Analisa Beban
Kerja (ABK)
5 g ] peg i berbasis]1l) Adanya identifikasl kebutuhan kompeteﬁsl ail
kompetensi |lingkungan unit kerja
f)Tumlapraé}wal yang mengikuti pengéﬁig'-ga; = % Saan
kompetensi
3 lrﬂ:lememasi Standar Setlap Jabatan sudah memiliki Standar Kém;;lensi P 3 T - - i -
Kompetensi Jabatan labatan
7 Pengislal:\ Sistem Informasi Data képegawanar{van} ‘mutakhir di ;ngkungan '
Kepegawaian unit/satuan kerja.
2. Prb?ésAionalisme ASN | _Pembangunan jabatan fungsional di lingkunganJumiah dan jenis jabatan fu;\éslonal yeng o 7
unit/satuan kerja mendukung unit dan satuan kerja
6 Penguatan 1 .WPier;'aguatarrTSiistem 1 Penysunan dan penetapan Renstra]Renstra satuan kerja AL =B
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
Kinerja Instansi Pemerintah N | o B

2 Reviu Renstra Satu arr\rl(erja

3 Penet;pan Kinerjza dengan meneragkan
reward and punishiment

4 Penyelenggaraan anggaran yang efektif]
dan efisien

Renstra hasil reviu

1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hinggal
level Eselon IV

2. % Capaizan kinerja merupakan unsur pemberizn
Reward & Punishmet

3. Peta ;azeg};;;ﬁé ﬁ\engacu pada kinerja utama
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan
dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

1. Adanya Program dan kegiztan:

1) Jumlah program

2) Jumlah kegitan

3) Jumiah program yang mendukung tercapainya
kinerja utar:a organisasi

4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya

kinerja utam a organisasi
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NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN pELA MAAN (BULAR) KET
Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli_ | Agt | Sept | okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 6 7
2. Persentase sasaran Kinerja:
1) Jumiah Sasaran Kinerja
2) Jumiah Sasaran Kinerja yang tercapal 100% atau
lebih
3. Persentase Anggaran yang berhasil! il ETE AR AR s o
direfocussing untuk menclukung tercapainya
kinerja utama organisasi:
1} Jumlizh anggaran total
2} jJumlah anggaran yang berhasil direfocusing
“ Pemarifaatan ;ﬁlrka;sl' Erinleé;;;l untuk Adanya apillza?rterlntegras-u ie'lah dimanfaatkan’ TR GRS LN T i R A |
menciptakan efektifitas untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi
dan efisiensl anggaran anggaran
5 Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan}% Capaian kinerja unit/satuan kerja i N BTN PSR R = .
Kerja
6 Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan 1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan U B I T i I
Kerja tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja
unit/satuan kerja
2. Reviu l;akiol:ﬁii)s-atuar{ker,a . FEl s o 1 e ¥ ) B A—— r . - B
7 Pelaporan Kinerjz Unit/Satuan Kerja Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu
2. Pengelolaan 1 Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-]1. Terisinya apllka;l e«Lap!ﬁ(mi i T S R N S R 3 B
Akuntabilitas fapkin
Kinerja
2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir BhE {1 s % ! 37
T2 pelatihan SDM pengelola Akuntabilitss|1. % jumish pegawsi pengelola skuntabilitas| ] R & = 5 =5
Kinerja kinerja yang memperoleh pelatihan
. o |2 Pengelolz PPBI bersertifikat _‘7_ ---------- i NS N
3 Pembangunan Jabatan Fungsional yang|l. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF]|
terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: Pengelola Keuvangan APBN
1) JF Analis Pengeiola Keuangan APBN
2) JF Pengelola Pengadaan Barang/issa B || o, E T N
3) JF Perencana 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola,
Pengadaan HSarang/Jasa
5.732 Pengel;a 7£ef;e;é;ri|éan ;angﬂbers(atu; JF d 1 -
4 P i Perencana . 8 B N oo o B
Penguatan 1. Pembangunan Zona 1 Pencanangan Zona Integritas dij1. Terbentuknya Tim Zona integritas
7 |Pengawasan Integritas di unit/ satuan Lingkungan Unit/Satuan Kerja
kerja ) o - - B IR . . - B
2 Penyusunan Rencana Aksi Zona|2. Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para
Integritas di Lingkungan Unit/Satuan|pihak dan saksi
Kerja RS R : = aeey| LRI
3. Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam
penilaian WBK/WBBM.
4. Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang i
sudah dilegalkan.




PELAKSANAAN (BULAN)

NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN KET
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | suii | Agt | Sept | Okt | Nov | Des
1 2 3 4a 5 6 7
3 Pelaksanaan Rencana Aksi Zona|l) Dokumentasi keglatan yang terlaksana dari 6
Integritas Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona
Integritas
2) % Kegi}tén yanb terlaksana di dalam Rencana B | Ol o i I i
— _ JAksiZonaintegritas =000 @@ | NSO r— —
4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan]l. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi
Tindak Lanjut pembang 2 pembangunan 2!
i B . — T - = A
:::::' s o8 Negkungan Minit/Setuan 2. % pelaksanaan tindak lan ut atas monitoring}
i dan evaluasi atas rencana ker a pembangunan Zi
3. Melaporkan pembangsunan ZI  dengan - e - i i & i T
didasarkan pada rencana kerja yang sudah
dilegalkan
5 Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona|l.Terisinya LKE ZI i RNTE
Integritas (LKE 21}
2. Terisinya PMPRB 21 bagi unit/satuan Kerja y2ng| = = s
ditunjuk
2. Pelaksanaan 1 Pembentukan Unit Pengendali GratifikasiJAdanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja i iin
pengendalian (UPG)
GratifikasiKPU . — _ R S | -
2 Pembangunan komitmen dan Diseminasi|1. Adanya 2!at sosialisasi di lingkungan unit/satuan
atas peraturan gratifikasi kerja.
2. Adanya sosiailsasl graﬂﬁkasl di l]hgkﬁngari' = 5 B RS == =
unit/satuan kerja
3. Tanda |aneanmli551"l't;n‘en anti gra(iﬂiail T s SR EEASS L N — B CI .
lingkungan unit/satuan kerja
A = | ] LESSEEN il S = S
3 Public Campalgn Anti Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada
Gratifikasi stakeholder eksternal
4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan|l.Laporan pengendailan gratifikasi | ] R o o
pelaksanaan tindak lanjut atosy. - e RPN . S DR ity | N . S4L K] - e
pelaksanaan Sistem pengendalian|2. Tindak lanjut Pengendailan gratifikasi yang
gratifikasl sudah dilaksanakan
3. Pelaksanaan Whistle | 1 gunan aplikasi Whistle Blowing|1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses ofeh | el —— =
Blowing System KPU System di Lingkungan Unit/Satuan Kerja |publik i
2. Adanya SOP W8S ) = 7 il )
y 3. Adanya Pengelola WBS ¥ T 15" ) | . B B —“ g
2 Pengelolaan wBs di lingkungan]Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindakianjuti
Unit/Satuan Kerja
3  Monitoring, E;alua?i, Pe(apor; dan Laporan pengelolan wWBsS  di llngkungan' B T o 3 o T 7 N
Tindak Lanjut Pengelolaan WBS dijunit/satuan kerja.
lingkungan Unit/Satuan Kerja
,,,,, o - : L1
4. Pelaksanaan 1 Identifikasi Benturan Kepentingan dllPotensi—po:ensl yang dapat menimbulkan
pemantauan lingkungan Unit/Satuan Kerja. |benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan
benturan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja.
kepentinganKPU AR = oty 110 4
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PELAKSANAAN (BULAN)

NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN = KET
Jan | Feb | Maret | Aprit | Mei | Juni | Juli_ | Agt | Sept | okt | Nov | Des
1 2 3 4 5 6 7
Penandatanganan Surat Pernyataan|% Penandatangan surat pernyataan benturan
Benturan Kepentingan bagi Anggota kepentingan dari identifikasi benturan,
dan ASN yang memiliki potensi dijkepentingan
lingkungan Unit/Satuan Kerja
Monitoring, Evaluasi, Pelap;r; dan|Dokumen m;n m;;cnilt&lﬁg, evaliasi ) i [

5. Peningkatan SPIP di
Jlingkungan
unit/satuan kerja

Tindak Lanjut atas Pe lol Ber P
Kepentingan.
Pembanguna'n Sistem :;c..,c; dalianjAd.

1 Benturan Kepentingan.

ya tim SPIP p;da satuan kerja

Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan)
Unit/Satuan Kerja

Pelaksanaan SPIP:

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian risiko

3) Kegiatan pengendalian

4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan
pengendalian intern

Terselenggaranya:

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilalan risiko

3) Kegiatan pengendalian

4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan pengendalian
intern

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Tindak Lanjut Penzelolaan SPIP

6. i;e_nanganan
pengaduan
masyarakat KPU

7. Peningkéian Integritas
individu

Sﬁﬁhgkatan
Akuntabilitas
Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan = Sistem Péngaduan
masyarakat di Ungkungan Unit/Satuan

Pelaporan Buku Kendali tepat waktu

kerja

Pengelolaan Pengaduan ﬁ;:;aékat HI
Lingkungan Unit/Satuan kerja

pengaduan

1. Ter-sé-d-i-an;a sarana péﬁ{(ampaian pengaduan
2. Adany jabat yang »gelola pengaduan
3. Terdapat sistem mekanisme ;rased;r N

4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan
[Prosentase  Pengaduan  Masyarakat  selesai|
ditindaklanjuti

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
dan Tindak Lanjut Pengelolaan
atas Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Unit/Satuan kerja

Penyampaian LHKPN
Penyampaian LHKASN

Pembangunan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jlasa

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Monltoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Tindak Lanjut Pengelolaan atas
P d; g/lasa

{pengaduan yang telah dilakul puti

“|100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja

1. laporan secara berkala hasil 7peng;iolein‘

hambatan  dan rekomendasi
pengaduan masyarakat

penanganan

Unit/Satuan Kerja

Adanya struktur pengelbia Pengadaan Barang/jasa
di lingkungan unit/satuan kerja
Prosentase pelaksanaan pengadaan sesual perpres|

16 Tahun 2018
Laporan pengadaan barang/jasa

100% seluruh \Afajlb Iapbr LH'KVPNiaillniﬁdr'\g;ﬁ 3

jdih.kpu.go.id/jambi




-10 -

PELAKSANAAN (BULAN)
NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN KET
= o Jan Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agt | sept | Okt | Nov | Des
1 2 3 o 5 6 7
8 Peningkatan 1. Peningkatan pelayanan Memetakan jenis-jenis/ produk-produk|informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan
I Adr Internal|{di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada

Kualitas Pelayanan
Publik

prima di lingkungan
unit/satuan kerja

2. Mendorong Inovasi di
sektor pelayanan
L

pemiluan dan
|administrasi di
lingkungan unit/satuan
kerja.

Kesekretariatan dan pelayanan eksternal
(terkait Kepemiluzn)

kan i terhadap jenis-jenis
layanan baik internal dan eksternal
terhadap 14 komponen standar]

pelayanan sesuai UU

Nomor 25 Tahun 2002 meliputi:
1) Dasar hukum

2) Persyaratan Layanan

3) Sistem, mekanisme dan prosedur]
fayanan

4) Jangka waktu penyelesaian layanan;

5) Blaya/tarif;

B) Produk layanan|
7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas

internal dan eksternal

1. Pelaksinaan rekomendasi
terhadap setiap jenis layanan
eksternal/ wupaya pemenuhan
komponen standar pelayanan
perbalkan standar pelayanan).

2. Sudah adanya maklumat
lingkungan unit/satuan kerja

3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat
survei pelayanan

4. Jumlah sengketa pelayanan menurun

5. Menurunnya jumiah pemangggaran kode etik
ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu

hasil  evaluasi
internal dan
terhadap 14|
(reviu dan

pelayanan  di}

8) Kompetensi pelaksana

9) Pengawasan intarnal

10) Penanganan pengaduan, saran dan
masukan

11) Jumiah pelaksana

12) Jaminan pelayanan

13) Jaminan keamanan

14) Evaluasi kinerja pelaksana

Tools evaluasi menggunakan Peraturan
M i Penday Apzratur]
Negara dan Reformasi

Birokrasi NOMOR 17 TAHUN

2017

Menciptakan/Melakukan deregulasi
pelayanan/menerapkan Inovasi yang
mendorong perbaikan pelayanan dalam
hal:

1) Kesesuaian Persyaratan

2) K an Sistem, Mel dan
Prosedur
3) Walktu Penyel

4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar
5) Kualitas Produk Spesifikasi  Jenis!
Pelayanan

5) Kompetensi Pelaksana

7) Perilaku Petugas

8) Kualitas Sarana dan prasarana

3) Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan

Melakukan evaluasi dan
terhadap Inovasl layanan

perbaikan

|Penilaian kinerja.

6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta
Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumiah
d masuk, sed proses dan selesal)

7. Adanyz inovasi pelayanan vyang dirasakan

manfaatnyz oleh stakeholder internal dan/atau
eksternal.

1} Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui
survei pelayanan

2) Adanya regulasi/deregulas| kebijakan pelayanan
3) Adanya SOP Pelayanan

4} Informasi kepada publik terkait biaya layanan

5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan
unit/satuanr. kerja baik kepada internal dan
eksternal

6) Tersedianya pelayanan berbasis
informasi

teknalogi

1. Adanya rekemondasi dan tindak Ianjin hasil
evaluasi.

2. Dilak k ya rek casi hasil evaluasi.

jdih.kpu.go.id/jambi
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PELAKKSANAAN (BULAN)
AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN Jan | Feb | Maret l April | Mei | Juni | suli ] Agt | Sept | Okt T WNov | Des KET
2 3 4 5 6 7
3  Upaya mendorong replikasi inovas: yang|1. Adanya sosialisasl inovasl
berdampak baik pada pelayanan ke unit
kerja/satuan kerja
2. Benchlearning dari unit/satker lain terkait hasil
inovasi
3. Pembangunan Zona 1 Membangun dan menerapkan variabelll. Ter: ya S dar pelay 1 sesual amanat
Hijau Pelayanan Publik dan indikator Zona Hijau PelayananjUu
Publik:
1. Standar Pelayanan:
1) Prasyarat layanan
2) Sistem Mekanisme
Prosedur
3) Produk Layanan
4) Jangka waktu
penyelesaian
5) Blaya/tarif
2  Maklumat pelayanan 2. Tersedianya Maklumat Pelavanan ey e . i | s e
3 Sistem informasi pelayanan publik 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik
yang dapat diakses publik
4 Sarana prasarana dan 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas)
fasilitas pelayanan yang layak
5 Pelayanan Khusus kepada: 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarsna
1) Ketersediaan sarana khusus bagildan layanan
pengguna layanan berkebutuhan khusus
(ruang menyusui, jalur kursl roda, toilet
khusus, dil)
2) Ketersediaan pelayanan kusus bagi|
I berkebutuhan khusus
6 Pengelolaan Pengaduan 6. Tersecianya sarana goengaduan berikut]
1) Ketersediaan sarana pengaduan prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan
2) Ketersediaan informasi prosedur dan|
tata cara penyampaian aduan
3) Ketersediasn pejabat/petugas|
pengelola aduan
7  Penilaian Kinerja berupa saranal7. Tersedlanya survel dan sarana pengukuran
pengukuran kepuasan langganan danjkinerja serta indeks hasil pengolahannya
survel pelayanan
8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 8. Tersedianya visl, misi dan moto pelayanan
1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan
2) Ketersediaan moto pelayanan
9 Atribut Perlayanan: S. Atribut layanan dapat terlihat publik
1) berupa kartu identitas petugas
2) Kartu tamu
3) Buku tamu
a) P juk arah ruang lay
10 Pelayanan terpadu satu pintu. 10. Tersedianya pelayanan satu pintu di | ]
lingkungan
,,,,,,,,,,,,,, __dunit/satuan keria

jdih.kpu.go.id/jambi
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PELAKSANAAN (BULAN)

AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN T I Teb l Maret l April l el l Tomi [ Tali l Agt I Sept l Okt l Nov ] Des
2 3 4 5 6
4. Penerapan partisipasi 1 Pembangunan Kerja
publik dalam pelayanan Sama
WDUb"k 2 Pelibatan masyarakat
dalam kegiatan pemilu

S. Penerapan reward and |Pembangunan dan pelaksanaan reward dan|Adanya pemberian reward dan punnisment dalam
punisment dalam punishment dalam pelayanan internal danjpelayanan

penyelenggaraan eksternal
pelayanan publik

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI PROVINSI JAMBI

Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI
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